DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

insidi Pos 35215
Jalan Wolter. Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode
Telp. (0721) 482166 - 488946, Fax. (0721) 482166

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 22/DPRD.LPG/12.01/2014

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB UNTUK MENJADI PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu disesuaikan
dengan perkembangan dasar pembentukannya, situasi dan
kondisi yang ada, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan
sesuai dengan maksud dan tujuan ;

b. bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut pada huruf a telah
dilakukan berbagai proses sesuai dengan prosedur dan
mekanisme yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1 Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara
pemilihan umum,

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan prosedur penyusunan
Produk Hukum Daerah;



Menetapkan

KESATU

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

D
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
Gubernur Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Otonomi;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,;

MEMUTUSKAN:

: PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB
UNTUK MENJADI PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

: Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Lampung tentang Tata Tertib untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
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KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;



